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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah 

berjalan, namun masih belum efektif dalam menanggulangi perdagangan 

orang. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah karena tidak semua 

daerah di Indonesia memiliki sdm penegak hukum serta sarana dan prasana 

yang siap menanggulangi perdagangan orang, tidak semua daerah juga 

memiliki peraturan daerah yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam 

menanggulangi TPPO. Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas 

hukum menurut Soerjono Soekanto dimana efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri 

(undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan Hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan 

dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.  

2. Terdapat beberapa kebijakan formulatif yang penulis sarankan dalam upaya 

menaggulangi tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Formulasi undang-

undang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seharusnya 

memiliki definisi yang jelas mengenai perlunya definisi yang lebih 

komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dapat 

diperluas untuk mencakup berbagai bentuk perdagangan orang, termasuk 

dalam konteks domestik, eksploitasi kerja, dan perdagangan organ. Selain 

itu, peningkatan sanksi yang lebih tegas dapat menjadi deterrensi yang lebih 

efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana ini. Perlindungan korban 

yang lebih holistik, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, 

bantuan hukum, dan pemulangan ke tempat asal, dapat diperkuat dan 

diperluas untuk memenuhi kebutuhan korban. Pencegahan yang lebih efektif 

dapat melibatkan peran masyarakat sipil dan kerjasama antara lembaga 
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pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional. 

Terakhir, peningkatan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat 

mengenai perdagangan orang menjadi langkah penting dalam meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mencegah tindak pidana ini. 

B. Saran 

1. Pemerintah perlu membuat peraturan daerah mengenai penanggulangan 

tindak pidana perdagangan orang di setiap daerah di Indonesia yang 

berfungsi sebagai pedoman teknis penanggulangan tindak pidana tersebut, 

masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah menganai 

petunjuk teknis penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sehingga 

penegak hukum di daerah tersebut masih belum dapat maksimal dalam 

menanggulangi. Penegakan hukum sebagai aspek kontrol sosial masyarakat 

dalam mencegah kejahatan tidak cukup dengan pembuatan Undang-Undang 

sebagai control sosial saja, namun perlu dibarengi dengan upaya terkait 

aspek lainnya seperti aspek pendidikan, sosial dan ekonomi yang memiliki 

peranan yang tidak kalah penting dalam mencegah tindak pidana 

perdagangan orang. Pemberantasan Tindak pidana perdangan orang juga 

harus diimbangi dengan perbaikan ekonomi masayarakat, moral, pendidikan 

dan kesadaran hukum sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan 

para pelaku tindak pidana perdagangan orang.  

2. Pemerintah perlu melakukan studi perbandingan definisi Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dimana studi tersebut ini akan menggali perbandingan 

definisi tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara atau yurisdiksi 

untuk mengevaluasi apakah definisi tersebut sudah cukup komprehensif 

dalam mencakup berbagai bentuk perdagangan orang  dan menganalisis 

efektivitas sanksi yang diterapkan dalam undang-undang penanggulangan 

tindak pidana perdagangan orang dalam mencegah dan mengevaluasi 

apakah sanksi yang ada sudah cukup tegas dan dapat menjadi deterrensi 

yang efektif, serta mengusulkan peningkatan sanksi yang lebih tegas jika 

diperlukan.  hal terakhir yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan 

tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh masyarakat 

sipil, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi 
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internasional.
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